
Guru SMK Ajukan Pengujian UU Pemilu 

Jakarta, 17 Oktober 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang 

Pengujian materil terhadap pasal 227 dan pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD 1945 pada Senin (18/10), 

pukul 14.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi 

dengan nomor perkara 50/PUU XIX/2021 ini diajukan Herifuddin Daulay yang berprofesi 

sebagai Guru Honorer SMK dari Dumai.  

Menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Arief memberikan beberapa 

catatan perbaikan untuk permohonan yang diajukan Pemohon. Di antaranya Pemohon 

diharapkan dapat membaca PMK Nomor 2 Tahun 2021, yang di dalamnya termuat 

pedoman sistematika permohonan. Selain itu, Pemohon juga diharapkan dapat 

mempelajari contoh permohonan yang baik pada laman MK (mkri.id) sehingga 

permohonan dapat menjadi sesuai dengan ketentuan hukum beracara MK. 

Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel memberikan nasihat agar Pemohon menguraikan 

kerugian konstitusional pihaknya sehingga terlihat pertentangan keberlakukan UU a quo 

dengan norma yang ditetapkan UUD 1945. Selanjutnya Pemohon juga diharapkan 

membaca Putusan MK yang pernah memutus perihal pengujian pasal yang juga diajukan 

oleh Pemohon pada perkara ini.  

Sedangkan Hakim Konstitusi Saldi, meminta agar Pemohon dapat menjelaskan kerugian 

yang dialami Pemohon jika presiden yang dipilih/terpilih bukan orang Indonesia asli. (Sri 

Puianti / MHM) 

Tentang Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan 
ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.  
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan 
Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.  
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id 
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